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ABSTRAK

Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
perkara perwalian anak seringkali mengeluarkan penetapan yang berbeda-beda
terhadap peristiwa hukum yang sama. Tesis ini mengangkat dua rumusan masalah,
yaitu: (1) Peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi
seorang anak; (2) Kesesuaian konsep perwalian di Indonesia dalam Penetapan
Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama. Tipe penelitian yang
digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan yang
didapat dari penelitian ini, adalah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan
adanya hak perwalian bagi seorang anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU
Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan anak, serta Pasal 3 ayat (1) PP
No. 29 Tahun 2019 ialah peristiwa hukum seperti anak masih berusia dibawah 18
tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan namun kedua orang tuanya
meninggal dunia, kekuasaan orang tuanya dicabut, atau kedua orang tuanya tidak
diketahui keberadaannya, dan/atau kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan
kewajiban serta tanggungjawabnya kepada anak-anaknya. Selanjutnya terdapat
inkonsistensi dalam penetapan perwalian yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan
Negeri dan Hakim Pengadilan Agama dalam hal terjadinya peristiwa hukum jual
beli, perceraian, dan meninggalnya salah satu orang tua kandung seorang anak,
sehingga terhadap penetapan perwalian yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri dan Hakim Pengadilan Agama ada yang dapat dikatakan sesuai dan ada yang
dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep perwalian di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Permohonan, Penetapan, Perwalian, Anak.
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ABSTRACT

District Court Judges and Religious Court Judges in resolving child guardianship
cases often issue different rulings on the same legal event. This thesis raises two
problem formulations, namely: (1) Legal events that can give rise to the existence
of guardianship rights for a child; (2) Conformity of the concept of guardianship in
Indonesia in the determination of the district court and the determination of the
religious court. The type of research used in this research is normative juridical by
using statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual
approach), and case approach (case approach). The conclusion drawn from this
research is that legal events can give rise to guardianship rights for a child based
on Article 50 paragraph (1) of the Marriage Law, and Article 33 paragraph (1) of
the Child Protection Law, and Article 3 paragraph (1) PP No. 29 of 2019 is a legal
event such as a child under the age of 18, or has never been married but both

parents have died, the parents' powers have been revoked, or the whereabouts of
both parents are unknown, and/or both parents are unable to carry out obligations
and responsibility to their children. Furthermore, there are inconsistencies in the
determination of guardianship determined by judges at the District Court and
Judges at the Religious Courts in the event of a legal event of sale and purchase,

divorce, and the death of one of the child's biological parents, so that the
determination of guardianship is determined by Judges at the District Court and
Judges at the Religious Court some can be said to be appropriate and some can be
said to be inconsistent with the concept of guardianship in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Application, Determination, Guardianship, Children.
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